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BUPATI L U
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 51 Taiiuk 2013

T E N T A N G /

STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN UNGKUP
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAK (DPKD) KABUPATEN LUWU

nimbang

•Isngingat

BUPATI LUWU,

a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan
lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu
diperiukan Standar Operasional Prosedur (SOP), dipandang pelu
mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan
Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu;

9. Keputusan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi
dan Rincian Tugas DPKD Kabupaten Luwu.
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MEMUTUSKAN:

apkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (DPKD) KABUPATEN LUWU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

sn Peraturan BupatI Ini yang dimaksud dengan ;

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presdien Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;

Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintah Daerah;

Bupab' adalah Bupati Luwu;

Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Seiatan;

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyeienggaraan Pemerintahan

Oaerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis,

lecamatan dan Kelurahan;

Knas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Luwu;

Ufusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan peiayanan dasar

I'/arga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada

ifeerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat

seita ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan

Itepublik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan petjanjian

lian konvensi Internasional;

Standar Operating Procedures (SOP) adalah serangkai instruksi tertulis yang dibakukan mengenai

berbagai proses penyeienggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan hams

iSIakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;

SOP Adminlstratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang
tersifat adminlstratif.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu;
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BAB II

SISTEMATIKA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DPKD
KABUPATEN LUWU

Pasal2

j[ematikan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPKD Kab. Luwu adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN ,

Memuat uraian tentang Latar Belakang, Pengertian, Manfaat, Dasar dan Landasan Hukum
serta Maksud dan Tujuan Penyusunan SOP.

BAB n : PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Memuat uraian tentang prinsip-prinsip penyusunan, pelaksanaan dankla^fikasi kegiatan yang

di SOP-kan;

BAB III : PENUTUP

tematlka SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupatl ini, tercantum

lam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal3

)P merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan lingkup DPKD Kab.

wu;

ilaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diiaksanakan

I irdasarkan SOP masing-masing kegiatan;

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal4

^ala DPKD wajib melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan

3P;

^la DPKD dapat melakukan pengembangan SOP sesuai dengan peraturan perundang-

I ndangan.

Pasal5

3^ jiam rangka efesiensl dan efektivitas atas pelaksanaan SOP dilakukan evaluasi secara berkala
iing sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

iuasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPKD, Lembaga yang berwenang

.J dakukan evaluasi di lingkup pemerintah daerah atau lembaga lain yang diminta bantuannya
ieh pemerintah daerah.
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BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

I Hial yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan
'lebih lanjutsesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal7 /

l^ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

Pnempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Luwu.

dangkan di Belopa
Jtanggal 31 Pesanber 2013

lETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFULALAM

m DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 51

Ditetapkan di Beiopa
pada tanggai 31 pesember 2013

ZAKKAR



UMPIRANI : PERATURAN BUPATI LUWU

N0M0R;51 TAHUIT 2013 TANGGAL : 31 Daseciber 2013

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN
KEGIATAN LINGKUP DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAEPJ^H KABUPATEN LUWU

BAB I ,
PENDAHULUAN

JL Latar Belakang

Tujuan kebijakan ReformasI BirokrasI dl Indonesia adalah untuk

membangun profil dan perilaku aparatur Negara yang memiiiki Integrltas,

produktivitas dan bertanggungjawab serta memiiiki kemampuan memberikan

pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (mind set) dan budaya (culture
set) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokasi mencakup delapan

area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi
organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia

aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, mind set dan culture set

aparatur.

Dewasa ini penyeienggaraan pelayanan public masih dihadapkan pada
.kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang

''3 kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan
oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi
luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu,
tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global
yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi,
transportasi, investasi dan perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan suatu birokrasi yang efektif, efesien dan
ekonomis maka perlu adanya perbalkan dalam proses penyeienggaraan admlnistrasi
pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kuaiitas pelayanan terhadap pelayanan
public, melalui penerapan diterapkan standar operating procedurs pada proses
penyeienggaraan admlnistrasi pemerintahan. Dengan adanya Standar Operating
Prosedur penyeienggaraan admlnistrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti,
berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari dan bahkan apabila tetjadi
penyimpangan maka dapat ditemukan penyimpangannya. Dengan demikian sedikit

demi sedikit kuaiitas pelayanan kepada public akan menjadi lebih balk.



Pengertian

1. Standar Operslonal Prosedur adalah serangkaian instruksl tertulls yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan
kapan harus dilakukan, dimana dan o\eh sipa dilakukan;

2. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) adalah^
standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan

fungsl pemerintahan yang dljalankan oleh organisasi pemerlntah;
4. SOP Admlnlstratlf adalah prosedur standar yang berslfat umum dan tldak rind

dari keglatan yang dilakukan oleh leblh darl satu orang aparatur atau pelaksana
dengan leblh darl satu peran atau jabatan;

5. SOP Teknls adalah prosedur standar yang sangat rind dari keglatan yang

dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau

jabatan.

ic Manfaat

1. Sebagal standarlsasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesalkan

peketjaan yang menjadl tugasnya;

2. Mengurangl tlngkat kesalahan atau kelalalan yang mungkln dilakukan oleh

seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;

3. Menlngkatkan efeslensl dan efektlvltas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

Individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;

4. Membantu aparatur menjadl leblhmandlrl dan tldak tergantung pada Intervensl

manajemen, sehlngga akan mengurangl keterlibatan plmpinan dalam

pelaksanaan proses sehari-harl;

5. Menlngkatkan akuntabllitas pelaksanaan tugas;

6. Mendptakan ukuran standar klnerja yang akan memberikan aparatur cara

konkrit untuk memperbalkl kineija serta membantu mengevaluasl usaha yang

telah dilakukan;

7. Memastlkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat

berlangsung dalam berbagai sltuasl;

8. Menjamln konslstensi pelayanan kepada masyarakat, balk dari sisi mutu, waktu

dan prosedur;



9. Memberikan informasi mengenai kulifikasi kompotensi yang hams dikuasai oleh

aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

10. Memberikan Informasi bagi upaya penlngkatan kompotensi aparatur;

11. Memberikan Informasi mengenai beban tugas yang diplkul oleh seorang aparatur

dalam melaksanakan tugasnya;

12.Sebagal Instrument yang dapat mellndungi aparatur darl kemungklnan tuntutan
i

hukum karena tuduhan melakukan penylmpangan;

13.Menghlndarl tumpang tindlh pelaksanaan tugas;

H.Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam

memberikan pelayanan;
*

IS.Membantu memberikan Informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar

pelayanan sehlngga sekallgus dapat memberikan Informasi bagI klnerja

pelayanan.

DIsampIng Itu juga diperlukan penlngkatan kesadaran partlslpasi masyarakat,

atenglngat pelayanan prima hanya dapat terwujud apablla pemberl layanan dan

;enerlma layanan memlllkl pemahaman dan kelnglnan yang sama.

D. Dasar dan Landasan Hukum

Secara hierarki Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dan

landasan hukum adalah :

I. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II dl Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran

Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara

Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republlk Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Berslh darl KorupsI, KolusI dan NepoOsme (Lembaran Negara Republlk Indonesia



Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasI Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
i I

I 6. Peraturan Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasI

BIrokrasI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar'
Operating Prosedur (SOP);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerlntahan yang MenjadI Kewenangan Pemerlntah Kabupaten Luwu.

E. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Standar Operaslonal Prosedur (SOP) DInas Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk memberlkan kepastlan

penyelenggaraan pelayanan yang diselenggarakan DPKD maupun pelayanan Internal

dl Ilngkup DPKD. Tujuan Penyusunan Standar Operaslonal Prosedur (SOP) Inl

sebagal pedoman yang jelas kepada para Aparatur sampal sejauh mana bentuk

konkrit yang dapat mereka lakukan untuk mencapal tujuan Penyelenggaraan
Pelayanan Publlk.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

A. Prinsip-prinsip

1. Prinsip-prinsip Penyusunan SOP

Penyusunan SOP harus memenuhl prinsip-prinsip sebagal berikut:

a. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat

dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawal bahkan

seseorang sama sekall baru dalam tugas pelaksanaan tugasnya;

b. EfeslensI dan efektlfitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus

merupakan prosedur yang paling efesien dan efektif dalam proses

pelaksanaan tugas;

c. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan

prosedur-prosedur standar lain yang terkait;



d. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung
standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukir pencapaian
keberhasilannya;

e. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan hams dengan cepat dapat
disesuaikan dengan kebutuhan penlngkatan kualitas pelayanan yang

berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

f. Berorientasi pada pengguna (mereka yang dijalani). Prosedur-prosedur yang

distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer's

needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;

g. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan hams ditetapkan

oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan

menjadi Instrument untuk melindungi pegawai dari kemungklnan tuntutan

hukum.

2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SOP

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut *.

a. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu,

oleh siapapun dan dalam kondisi apapapun oleh selumh jajaran organisasi

pemerintahan;

b. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari selumh

jajaran organisasi, dari level yang paling rendah dan tertinggi;

c. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap

penyempurnaan- penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-

benar efeslen dan efektif;

d. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;

e. Seluruh unsur memiliki peran penting. Setiap pegawai melaksanakan peran-

peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tidak

melaksanakan perannya dengan balk, maka akan mengganggu keselumhan

proses penyelenggaraan pemerintah;

f. Terdokumentasi dengan balk. Seluruh prosedur yang distandarkan harus

didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bag)

setiap mereka yang memerlukan.



B. Klasifikasi Jenis Kegiatan yang di SOP-Kan

Klasifikasi jenis kegiatan dl lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Luwu mellputi:

1. Penyusunan LAKIP

2. Penyusunan Rencana Keija (Renja)

3. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
i

4. Penyusunan Rencana Ketja Anggaran (RKA)

5. Pengelolaan Surat Masuk

6. Pembuatan Surat Keluar

BAB III

PENUTUP

DIsusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) in! agar dijadikan pedoman

penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

Dengan tersusunnya SOP Inl maka proses pelaksanaan pelayanan Internal dl dalam

Ingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dapat dllaksanakan
I

dengan balk sesual dengan prosedur yang ditetapkan sehingga dapat mewujudkan
s

pelayanan yang prima, sehingga pemerlntahan dapat beijalan dengan balk.

SOP juga memberlkan kepastlan waktu. TransparansI dan tata cara

tagalmana masyarakat / pelaku dunia usaha maupun para aparatur dl dalam proses

liendapatkan pelayanan maupun pelaksanaan kegiatan / program, sehingga
'pelaksanaan dan pemberian pelayanan dapat lebih optimal.

Oleh karena Itu, pedoman Inl menjadi Instrument yang penting untuk
iiendorong setlap InstansI pemerintah dalam memperbalkl proses Internal sehingga
Jparatur Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dapat menlngkatkan
luilitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan Internal antar sesama
5

pegawal. Penlngkatan kualltas pelayanan akan menlngkatkan akuntabllltas yang pada
Wrnya juga akan menlngkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

BUP HLUWU,

A. MUfifZAKKAR
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lAMPIRANII : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 51 T.lHUlT ?015 TANGGAL: 31 Daeajmter 2013

LSIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM BAGAN/TABEL PELAKSANAAN
KEGIATAN LINGKUP DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU

NO. SIMBOL

1.

2.

4.

ORMATTABEL SOP

ARTI

Dlmulai atau berakhirnya suatu

operasi/keglatan

Pelaksanaan suatu operasi

Pengambilan keputusan

Arab gerak dokumen/formulir/kertas kerja

atau menunjukkan urutan operasi

LOGO PEMERINTAH

NAMA INSTANSI

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

(NAMA)
(NIP)

NAMA SOP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN PENCATATAN/PENDATAAN



No. Aktlfitas

Pelaku Mutu Baku

Ket.Pelaku

I

Pelaku

11

Pelaku

III

Persyaratan Waktu Output

1.

/

2.

3.

Dst..

BUPA

A. KKAR



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

ilSPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DASARIWKUM

Lilian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
dan Reformas! Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Penyusunan penetapan Kinerja dan
bbilitas Kinerja InstansI Pemcrintah

iran Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tcntang
ntukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ten Luwu

in Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Derah

ten Luwu

n Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Fungsi dan Rinclan Tugas Dinas Pengelolaan

ijpn Daerah Kabupaten Luwu

KETERKAITAN

ma Kerja (Renja]

PERINGATAN

cenipakan Laporan Tahunan yang
snbarkan tingkat Kinerja SKPD. Apabila
jMsanakan sesuai SOP, maka proses
inan tidak berjalan lancar.

NOMOR SOP

FANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISl

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

210KTOBER2013

02 lANUARI 2014

KEPALA DPKD

MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP,

NIP. 197808111996121001 .

: PENVUSUNAN LAKIP

KUAUFIKASl PELAKSANA

1. S.l

2. Diploma
3. SMA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. ATK

2. Komputcr

3. Printer

PENCATATAN / PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik & manual
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TANGGAL EFEKTIF ; 021ANUAR1 2014

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DASARIIUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang
Tahapan, Tata Cara Pcnyusunan, Pcngendallan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Luwu

3 Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tentang
SIstcm dan Proscdur Pcngelolaan Kcuangan Dcrah
Kabupaten Luwu

4 Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tcntang
Tugas, Fungsi dan RInclan Tugas Dinas Pcngelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

1 Renstra

2 LAKIP

KETERKAITAN

PERINGATAN

Renja akan dijadikan sebagai pcdoman dalam
pelaksanaan tupoksi untukperiodesatu tahun.
Apablla tidak dllaksanakan sesua! SOP,maka proses
penyusunan Renja tidak bcrjalan lancar.

DISAHKAN OLEH

NAMASOP

KEPALADPKD

MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si

NIP. 197808111996121001 '

;PENYUSUNAN RENCANAKERJA

KVALIFIKASI PELAK5ANA

1. S.1

2. Diploma
3. SMA

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. ATK

2. Komputcr

3. Printer

PENCATATAN / PENDATAAN

Disimpan sebagai data clcktronik dan manual
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SOf t

TANGGAU PEMUIIATAN
- • -- - ^ .1. .... •

21 OK.TOUER2013 ' "

TANGGALREVISI

TANGGAL EFEKTIF 02 lANUARI 2014

DASARHUKUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang
Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pcrmendagri No
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagalmana telah diubah bebcrapa
kalf, terakhfr dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgcrl
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja D'mas Daerah
Kabupaten Luwu

3 Peraturan Bupati Luwu Nomor17 Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Derah
Kabupaten ,Luwu

4 Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Tugas, Fungsi dan Rlndan Tugas Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

KETERKAITAN

1 SOP Pengarsipan

2 SOP Pembuatan Surat Keluar

PERINGATAN

Apabila SOPtidak dilaksanakan maka pengelolaan
surat masuk tidak beijalan sesua! kctcntuan

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

KEPALA DPKD

MOH. ARSAL ARSYAD. S. STP, M^i

NIP. 19780811199612 1001 '

: PENGELOLAAN SURAT MASUK

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. 5.1

2. Diploma
3. SMA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. ATK

2. Komputer

3. Printer

PENCATATAN / PENDATAAN

Dislmpan sebagai data clcktronlk dan manual
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TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF : 02 ANUARI 2014

DISAHKAN OLEH KEPALADPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DASAR Rl/KUM

1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendallan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organlsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Luwu

3 Peraturan Bupati Luwu Nomor 17Tahun 2008 tentang
Sistem dan Prosedur Pengclolaan Kcuangan Dcrah
Kabupaten Luwu

4 Peraturan Bupati Luwu Nomor 74Tahun 2009 tentang
Tugas, Fungsi dan RIncian Tugas Dinas Pengclolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

1 Renja

2 LAKIP

KETERKAITAN

PERINGATAN

NAMASOP

1. S.1

2. Diploma
3. SMA

MOH. ARSAL ARSYAD. S. STP, M^i

NIP. 197808111996121 001 '

: PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

KUALIFIKASIPELAKSANA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. ATK

2. Komputer

3. Printer

PENCATATAN / PENDATAAN

Renstra akan dijadikan scbagai Pedoman &acuan
dalam pelaksanaan tugas pokok &fungsi SKPD
untukpcriode 5 (lima) tahunan kedepan. Apabila
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka penyusunan
Renstra tidak berjalan lancar.

Disimpan sebagal data clektronik dan manual
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TANGGAU I'EMUUATAN •.21 oiCTonHR r

TANGGALUEVISI ;

TANGGAL EFEKTIF : 02 JANUARI2014

DISAHKAN OLEII KEPALADPKD

MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si

NIP. 197808111996121001 *

NAMA SOP :PEMBUATAN SURAT KELUAR

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang
Pengelolaan Kcuangan Daerah juncto Pcrmcndagri No
13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhfr dengan Peraturan Menteri Datam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kcdua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tcntang
Pembentukan Organisasi dan Tata Ketja Dinas Daerah
Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2008 tcntang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kcuangan Derah
Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tcntang
Tugas, Fungsi dan RIncian Tugas Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tcntang
Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten
Luwu

KETERKAITAN

1 PetunjukTeknis tentang Klasiflkasi Surat
Menyurat

FERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pcmbuatan
Surat Keluar akan terlambat dan tidak scsuai

Tata Naskah Dinas.

1. S.1

2. Diploma
3. SMA

KUAUFIKASIPELAKSANA

PERALATAN / FERLENGKAPAN

1. ATK

2. Komputcr

3. Printer

PENCATATAN / PENDATAAN

Disimpan scbagai data elektronik dan manual
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TANGGAl. PEMUIIATAN OKn'OUUR

TANGGAL REVISI •. ' '

TANGGAL EFEKTIF : 02 JANUARI2014 \

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DASARIWIWM

Undang-undang Nomor
Keuangan Negara

17 Tahun 2003 tentang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat &
Daerah

Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Mentcrl Dalam Ncgcrl Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang
Tugas, Fungsi dan Rinclan Tugas Dinas Pengeiolaan
Keuangan Daerah

1 SOPRenstra

2 SOPRenja

KETERKAITAN

PERINGATAN

RKA akan dijadikan dokumcn pcrcncanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan
sebagai dasar penyusunan RAPED. Apabila tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pcn)msunan
RKA tidak beqalan lancar.

DISAHKAN OLEH KEPALA DPKD

NAMA SOP

1.

2.

3.

S.1

Diploma
SMA

MOH. ARSAL ARSYAD, S. STP, M.Si

NIP. 19780811199612 1001 /

: PENYUSUNAN RENCANAKERJA

ANGGARAN fRKA)
KUALIFIKASIPELAKSANA

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Renstra

2. Rcn)a

3. LAKIP

4. Komputcr
5. ATK

6. Printer

PENCATATAN / PENDATAAN

Disimpan sebagai data eiektronik dan manual
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